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Abstrak

Pajak mernpakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang memiliki peran penting pada perekonomian negara

yang digunakan untuk membiayai pembangunan suatu negara. Kepatuban Pajak adalah merupakan suatu keadaan
dimana Wajib Pajak memenubi senna kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sistem elektronik
perpajakan dibarapkan bisa membantu pemerintah menaikkan rasio kepatuban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Penelitian ini memiliki tujnan untuk mengetabui pengarub penggunaan sistem elektronik perpajakan
terbadap kepatuban wajib pajak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Penelitian
ini dibarapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengarub penggunaan e-filing, e-billing, e-spt dan e-bupot sehingga
mampu untuk meningkatkan kepatuban Wajib Pajak kbususnya yang terdaftar di KPP W ates.
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PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Kepatuhan wajib
pajak dapat diidentifikasikan dati tepat waktu dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) untuk semua
jenis pajak dalam dua atau tiga tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak,
kecuali dalam memperoleh izin dalam mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan melakukan
pelanggaran pajak lainnya (Kemenkeu, 2007).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua
kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa
kepatuhan pajak adalah kewajiban seorang sebagai warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan
peraturan perundang — undangan perpajakan. Agar niatnya sebagai pembayar pajak dapat memberikan
kontribusi pembangunan negara (Kania dkk., 2017).

Direktorat Jendral Pajak sejak 2009 telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis
internet. Sistem elektronik untuk administrasi pajak yang digunakan adalah antara lain e-billing, e-Filing, dan
e-faktnr. Penggunaan sistem perpajakan berbasis on/ine ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan,
kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya
(Husnurrosyidah & Suhadi, 2017). Sistem ini juga secara khusus dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak
untuk memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT dan memberitahukan untuk memperpanjang
SPT secara online.

Tujuan pemutakhiran sistem perpajakan dengan menambahkan sistem elektronik diharapkan
dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan
perpajakan, dan meningkatkan produktivitas para praktisi perpajakan (Pujiani & Rizal, 2014).

Dalam proses penerapan e-syste terhadap proses pelayanan pajak, tentu saja banyak kendala yang
akan dan telah dihadapi oleh Direktorat Jendral Pajak. Kendala-kendala tersebut biasanya hadir dari
berbagai faktor baik faktor eksternal maupun faktor internal. Wajib Pajak pun berhak untuk memberikan
kritik dan saran kepada sistem yang tengah diterapkan dan dikembangkan pemerintah saat ini. Hingga
saat ini masih rendahnya persentase Kepatuhan Pajak dari Wajib Pajak karena kurangnya sosialisasi
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perpajakan dan pengetahuan perpajakan termasuk pada penggunaan sistem elektronik perpajakan.
Berikut data target dan realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan 5 Tahun terakhir.
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Gambar 1. Target dan Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan

TINJAUAN LITERATUR
Technology Acceptance Model (TAM)

TAM itu sendiri merupakan suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna
teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaannya, model ini dikembangkan
oleh (Davis dkk., 1989). Menurut penelitian Sari & Hermanto (2016) model penerimaan teknologi
merupakan teori sistem informasi yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengguna memahami
dan menggunakan teknologi informasi. Technology Acceptance Model bertujuan untuk menjelaskan dan
memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi. Technology Acceptance Model merupakan
pengembangan dari Theory of Reasonable Action (TRA) yang memprediksi penerimaan pengguna terhadap
teknologi berdasarkan pengaruh dua faktor, yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan
penggunaan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan merupakan suatu
keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya.

E-Filing

Menurut Nurhidayah (2015) e-fiing merupakan suatu metode pelaporan SPT yang dilakukan melalui
sistem online dan real time. E-filing sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk
wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan secara on/ine melalui website Direktorat Jendral Pajak
atau melalui aplikasi yang disediakan dengan memanfaatkan internet, yang memudahkan wajib pajak
dalam melakukan pelaporan SPT. Tujuan utama layanan pelaporan pajak dengan e-filing adalah untuk
membantu Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik, yang
memungkinkan dapat meminimalisir biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk
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mempersiapkan, memproses, hingga melaporkan SPT ke kantor pajak, karena kemudahan yang diberikan
ini, diharapkan wajib pajak dapats menyelesaikannya secara efektif dan efisien.

E- Billing

E-billing merupakan cara pembayaran pajak melalui sistem elektronik dengan menggunakan kode billing
lima belas digit angka yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. E-Billing pertama kali digunakan oleh
Direktorat Jendral Pajak sejak 1 Juli 2016. Sebelum adanya e-Biling wajib pajak harus membuat kode
billing melalui customer service atau teller bank, kring pajak 1500200, sms ID billing, layanan billing di KPP
atau KP2KP, internet banking ataupun penyedia jasa aplikasi perpajakan (ASP). Menurut Fauzie &
Wardani (2014) reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja
administrasi baik secara individu, kelompok maupun secara kelembagaan agar lebih efisien, cepat dan
ckonomis. E-billing adalah wujud dari sistem administrasi yang modern dengan tujuan efisien, ekonomis
dan cepat yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan.

E-SPT

Direktorat Jendral Pajak memberikan beberapa opsi untuk melakukan pelaporan surat pemberitahuan
(SPT). Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan
wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan atau SPT dengan tujuan wajib pajak lebih mudah dan
tidak menghabiskan banyak kertas. Kelebihan aplikasi e-SPT adalah penyampaian SPT dapat dilakukan
dengan cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket, data terorganisir dengan baik,
sistem ini mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitungannya
cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, memudahkan dalam membuat laporan pajak dan
data yang disampaikan oleh Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan
menggunakan sistem komputer.

E-Bupot

Bukti potong pajak adalah salah satu elemen yang hampir selalu ada ketika selesai membayar pajak. Jika
menggunakan metode pembayaran pajak secara manual, Wajib Pajak akan menerima bukti potong fisik
berupa kertas, akan tetapi saat ini dengan perkembangan teknologi yang pesat, wajib pajak bisa membuat
bukti potong melalui aplikasi e-bupot. Hadirnya aplikasi ini juga memudahkan proses perpajakan. Wajib
Pajak bisa membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak elektronik tanpa perlu ditandatangani
dengan menggunakan pena. Landasan hukum mengenai e-Bupot ada dalam Peraturan Direktur Jendral
Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang isi, bentuk, tata cara pengisian dan penyampaian surat
pemberitahuan masa pajak penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 serta bentuk bukti pemotongan pajak
penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26.

Pengembangan Hipotesis
Pengaruh penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Kania dkk., (2017) e-filing adalah cara pelaporan ataupun penyampaian surat pemberitahuan
(SPT) secara online atau secara elektronik yang dapat dilakukan secara real-time dengan menggunakan
internet pada halaman website yang disediakan Direktorat Jendral Pajak dengan alamat www.pajak.go.id
yang mulai bisa diakses sejak tangal 19 September 2016). Implementasi e-fi/ing diawali pada tahun 2014
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak juga terutama kepatuhan wajib pajak dalam
menyampaikan SPT Tahunan. Kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak dengan sukarela adalah
dasar dati self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban
perpajakan mereka secara mandiri, dan kemudian membayar dan melaporkan pajak secara akurat dan
tepat waktu. Setelah memahami penerapan sistem e-fing ini, diharapkan dapat meningkatkan dan
mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Arifin & Syafii (2019)
secara parsial menunjukan bahwa penerapan e-fi/ing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
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wajib pajak orang pribadi. Dengan penerapan e-fi/ing ini, sangat diharapkan kepada wajib pajak untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
H1: Penggunaan e-filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh penggunaan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengertian ¢-Bz//ing menurut Kania dkk., (2017) adalah suatu metode untuk melakukan pembayaran pajak
secara elektronik dengan menggunakan kode bi//ing. Sedangkan kode billing itu sendiri merupakan suatu
kode identifikasi yang diterbitkan melalui gyszerz atau suatu jenis pembayaran yang akan dilakukan oleh
wajib pajak. Penggunaan sistem e-billing oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan Dalimunthe (2019)
menunjukan bahwa E-billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan
E-Billing merupakan wujud dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan tujuan lebih efisien,
ekonomis dan cepat yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H2. Penggunaan e-billing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh penggunaan sistem E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut penelitian Alfarisi & Mahpudin (2020) menunjukan bahwa penerapan e-SPT ini secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa
semakin efektif penerapan sistem pembayaran pajak berbasis elektronik ini, maka akan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dijelaskan lebih lanjut pada penelitian
ini bahwa petugas atau pegawai Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat memberikan pengarahan dalam
bentuk sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat lebih memahami sistem e-SPT yang sudah diterapkan dan
wajib pajak bisa dengan mudah menggunakannya. Pada penelitian Damayanti & Fauzi (2016) menjelaskan
bahwa e-SPT merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh wajib
pajak yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada penggunanya dalam melaporkan surat
pemberitahuannya. Penggunaan e-SPT ini bertujuan untuk memperlancar juga mempermudah semua
proses ketja dan pelayanan perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak.

H3. Penggunaan E-SPT berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh penggunaan sistem E-BUPOT terhadap kepatuhan wajib pajak

Bukti Pemotongan merupakan formulir yang digunakan pihak pemotong atau pemungut pajak dalam hal
ini Direktorat Jendral Pajak sebagai bukti telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal
26. Formulir ini juga dapat dijadikan bentuk pertanggungjawaban atas pemotongan yang telah dilakukan.
Dengan adanya sistem e-bupot ini, Direktorat Jendral Pajak bertujuan untuk memudahkan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan Hardiningsih (2019) membuktikan
bahwa E-Bukti Potong berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian penelitian
yang dilakukan Sitorus (2020) yang menyatakan e-Bupot tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwa e-Bupot belum memberi dukungan yang berarti terhadap usaha
peningkatan kepatuhan wajib pajak.

H4. Penggunaan E-BUPOT berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Model Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian, tujuan penelitian, literatur review dan pengembangan hipotesis yang
telah dijelaskan, maka disusunlah kerangka penelitian yang merumuskan bahwa X7, X3, X3, dan X4
merupakan faktor — faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemikiran tersebut
maka disusun model penelitian sebagai berikut:

Y=o+ b1X1 + bzXz + b3X3 + b4,X4_ +e

Keterangan:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
A = Konstanta
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bi- b5 = Koefisien regresi

X4 = E-Filing

X5 = E-Billing

X3 = E-SPT

X4 = E-Bupot

E = Ernror

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu berupa
pemberian pertanyaan tertulis kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Wates yang nantinya data akan
diuji dengan menggunakan metode regresi berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada
penelitian ini adalah Convenient Sampling dengan sampel yang dipilih adalah seluruh Wajib Pajak Orang
Pribadi yang terdaftar di KPP Wates.

Definisi Operasional Variabel
Variabel dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan dari
tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir (Sarunan, 2015).
Pengukuran variabel Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan hasil penelitian (Muthmainna, 2017).

Variabel Independen
E-Filing

Berdasarkan penelitian Lado & Budiantara (2018) menjelaskan bahwa penerapan sistem e-fi/ing ini
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Arifin &
Syafii (2019) secara parsial menunjukan bahwa penerapan e-fi/ing tidak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

E-Billing

Penggunaan e-billing yang merupakan wujud modernisasi sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien,
ekonomis, dan cepat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengukuran yang berkaitan
dengan variabel e-billing menggunakan hasil penelitian (Muthmainna, 2017).

E-SPT

pengertian e-SPT menurut Direktorat Jendral Pajak adalah Surat Pemberitahuan beserta lampirannya
dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik dengan menggunakan media pendukungnya.
Pengukuran mengenai variabel e-SPT ini menggunakan hasil penelitian (Muthmainna, 2017).

E-Bupot

Menurut Tambun & Fadzry (2019) menjelaskan dashboard SPT dan bukti pemotongan adalah Pasal
23/26. Form ini menyediakan data SPT yang telah dikirim secara elektronik ke sistem DJP. Daftar Bukti
Pemotongan Pasal 23/26 digunakan untuk melihat dan atau mengetahui bukt potong setiap masa yang
telah dibuat dan diposting dalam SPT Masa 23/26 melalui aplikasi e-Bupot.
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